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ABSTRAK 

        

      Dalam hal ini akan membahas pertimbangan Majelis hakim pada Putusan 

Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 105/Pid.Sus/2012/PN.Smp mengenai kasus 

tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang dilakukan terdakwa 

TAUFIK RAHMAN Bin ABD RAHMAN pada hari selasa tanggal 31 Januari 

2012 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam 

bulan Januari tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn.Blower,Desa 

Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep. 

       Dalam Mengadili Kasus tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Sumenep 

Nomor 105/Pid.Sus/2012/PN.Smp sudah tepat atau tidak dalam pertimbangan 

majelis hakimnya yaitu menggunakan Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo 

Undang-undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman  

       Adapun literatur yang berkaitan yaitu Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Tentang 

Kekusaan Kehakiman, dan Pendapat para ahli. Hasil penelitian ini, menunjukkan 

bahwa pada putusan Nomor 105/Pid.Sus/2012/PN.Smp tidak sah dan batal demi 

hukum karena dalam pertimbangan Majelis hakim pada putusan tersebut masih 

hakim menggunakan Undang-undang yang sudah dicabut atau tidak berlaku yaitu 

masih menggunakan Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 

35 Tahun 1999 tentang ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, 

seharusnya dalam pertimbangan majelis hakim tersebut pada putusan tersebut, 

hakim hendaknya memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan yaitu tidak menerobos Asas Lex Posterior Derogat Legi 

Priori, asas ini bermaksud bahwa Undang-undang yang lama tidak berlaku lagi 

dengan adanya Undang-undang yang baru, jadi dalam pertimbangannya Majelis 

hakim tersebut hendaknya harus menggunakan Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada putusan Pengadilan Negeri Sumenep 

Nomor :105/Pid.SUS/2012/PN.Sumenep. 

 

Kata kunci: Keabsahan Putusan Pengadilan, Narkoba Golongan  I. 
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